
Kebijakan zonasi sekolah hingga kini telah diimplementasikan di
berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan
akses pendidikan. 
Di Indonesia, kebijakan zonasi telah diterapkan sejak tahun 2018 oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) melalui administrasi Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB).
Tujuan kebijakan zonasi sekolah yaitu untuk meningkatkan akses
penerimaan siswa baru yang lebih merata, objektif, transparan,
akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga
Indonesia. 
Akan tetapi, kebijakan zonasi sekolah menimbulkan permasalahan,
seperti keterbatasan pilihan siswa untuk memilih sekolah. Hal ini
menyebabkan orang tua siswa mencari celah dari kebijakan zonasi
sekolah demi memasukan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan.
Selain itu, pemerataan pendidikan melalui zonasi masih terkendala
oleh distribusi sekolah dan guru antar sekolah dan wilayah.
Temuan penelitian terdahulu di Los Angeles, Amerika Serikat
menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh terhadap
peningkatan akses pendidikan.
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Kebijakan zonasi sekolah pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1954
sebagai salah satu upaya untuk mengatasi segregasi antar ras kulit putih dan kulit hitam
dalam mengakses pendidikan (Reardon, 2016). Hingga saat ini, kebijakan zonasi sekolah
sudah diadaptasi di berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan
yang inklusif serta meminimalkan isu kesenjangan kemiskinan antar generasi yang
disebabkan oleh kondisi pendidikan yang tidak merata (Põder et al., 2017). Upaya tersebut
dilakukan dengan mengikutsertakan siswa dari berbagai latar belakang dan kebutuhan ke
dalam ruang kelas yang sama sehingga harapannya dapat menyediakan pendidikan
berkualitas untuk semua siswa (Ahsan dan Sharma, 2018; Moosa et al., 2022). Sedangkan
dari perspektif pengguna, inklusivitas sebuah fasilitas termasuk pendidikan, diukur dari
ketersediaan di area tertentu (Handy dan Niemeier, 1997), kedekatan atau jarak (Ogryczak,
2000; Luo dan Wang, 2003; Villarreal, 2013; Mahmoudi et al., 2019), dan analisis spasial
(Brindis et al., 2003).

Pada kasus Indonesia, kebijakan zonasi sekolah pertama kali diterapkan pada tahun 2018
oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
melalui administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada level Taman Kanak-kanak
(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas
(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat dalam
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) No. 14
Tahun 2018 tentang PPDB (Raharjo et al., 2020). Kemendikbudristek beranggapan bahwa
kebijakan zonasi sekolah dapat meningkatkan akses penerimaan siswa baru yang lebih
merata, objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh
warga Indonesia. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan, seperti
keterbatasan pilihan bagi siswa untuk memilih sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua
siswa mencari celah dari kebijakan zonasi sekolah demi memasukkan anaknya ke sekolah
favorit yang diinginkan. Cara yang digunakan pun cukup beragam, seperti fenomena
manipulasi Kartu Keluarga (KK), menitipkan nama pada wali lain, dan penyalahgunaan
surat keterangan miskin (Ombudsman, 2021). Dengan analisis lebih mendalam, akar
permasalahan dari zonasi terlihat dari kurangnya implementasi, sosialisasi, serta distribusi
sekolah dan guru yang tidak merata. Oleh sebab itu, kajian edisi ini akan mengulas terkait
desain, dampak, dan tantangan yang terjadi dari kebijakan zonasi sekolah di Indonesia. 
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Dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang merata, pemerintah Indonesia
merancang sebuah kebijakan penerimaan siswa yang diberi nama PPDB. PPDB pertama
kali dilaksanakan pada tahun 2018 melalui administrasi pendaftaraan siswa dari tingkat TK
hingga SMA atau tingkatan lain yang sederajat (Raharjo et al., 2020). Pada tahun awal
penerapannya, kebijakan PPDB diatur melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang
PPDB dan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB. Kedua Permendikbud tersebut
membagi 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB, yaitu 1) jalur zonasi dengan minimal daya
tampung sebesar 80%, 2) jalur prestasi dengan maksimal daya tampung sebesar 15%, dan
3) perpindahan orang tua/wali dengan maksimal daya tampung sebesar 5%.

Tidak lama setelahnya, Kemendikbudristek melakukan perubahan kebijakan PPDB pada
tahun 2019 yang diatur dalam Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB. Perbedaan
utama Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB dengan 2 (dua) Permendikbud
sebelumnya adalah adanya jalur afirmasi dan perubahan persentase kuota pada masing-
masing jalur pendaftaran PPDB (lihat Gambar 1). Permendikbud ini membagi 4 (empat) jalur
pendaftaran PPDB, yaitu 1) jalur zonasi dengan minimal daya tampung sebesar 50%, 2)
jalur afirmasi dengan minimal daya tampung minimal sebesar 15%, 3) jalur perpindahan
orang tua/wali dengan maksimal daya tampung sebesar 5%, dan 4) jalur prestasi dengan
maksimal daya tampung sebesar sisa kuota dari 3 (tiga) jalur sebelumnya, atau maksimal
sebesar 30%. 

Pada tahun 2021, Kemendikbudristek kembali melakukan perubahan terbaru pada
kebijakan PPDB. Kebijakan tersebut diatur melalui Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang
PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang menyebutkan jika terdapat 4 (empat) jalur
pendaftaran PPDB, yaitu 1) jalur zonasi dengan minimal daya tampung sebesar 70% untuk
SD serta 50% untuk SMP dan SMA, 2) jalur afirmasi dengan minimal daya tampung
minimal sebesar 15%, 3) jalur perpindahan orang tua/wali dengan maksimal daya tampung
sebesar 5%, serta 4) jalur prestasi dengan daya tampung sebesar sisa kuota 3 (tiga) jalur
sebelumnya. PPDB jalur zonasi ditujukan untuk calon peserta didik baru dengan alamat
domisili sesuai KK (diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
dan di wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah). Wilayah zonasi yang
telah ditetapkan pemerintah harus memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili
calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah.

Desain Kebijakan Zonasi di Indonesia
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Menurut Kemendikbudristek, adanya perubahan kebijakan PPDB dari Permendikbud No. 51
Tahun 2018 tentang PPDB dan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB menjadi
Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB didasari oleh evaluasi dari penerapan
kebijakan PPDB di level Pemerintah Daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun
peraturan terdahulu (Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB dan Permendikbud
No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB) sudah memiliki ketentuan yang tegas, masih terdapat
Pemerintah Daerah yang menerapkan mekanisme PPDB secara berbeda, bahkan tidak
sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada saat itu, Kemendikbudristek mengklaim jika
peraturan PPDB yang diatur melalui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB
merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk memberikan fleksibilitas sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah (Kemendikbudristek, 2019). Pada
tahun 2021, Kemendikbudristek kembali melakukan perubahan terhadap kebijakan PPDB
yang diatur dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Perubahan tersebut terletak pada 1)
perbedaan proporsi jalur PPDB antara SD dengan SMP dan SMA, 2) pengadaan hak
Pemerintah Daerah untuk melibatkan sekolah swasta dalam penyelenggaraan PPDB, 3)
perpindahan kuota penyandang disabilitas dari jalur zonasi ke afirmasi, 4) penggunaan KK
sebagai syarat wajib pendaftaran sekolah, 5) penggunaan nilai rapor sebagai pengganti
nilai UN (Ujian Nasional), 6) , serta 7) prioritas kepada keluarga tidak mampu/penyandang
disabilitas (Kemendikbudristek, 2021). 
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Sumber: Kemendikbudristek (2019) dan Kemendikbudristek (2021), kompilasi penulis.

Gambar 1. Perubahan Regulasi Program PPDB di Indonesia



Sistem pendidikan hingga saat ini masih terdiferensiasi, misalnya sistem seleksi penerimaan
siswa, sehingga meningkatkan kebutuhan informasi bagi siswa untuk memutuskan pilihan
sekolah (Pfeffer, 2014). Pada dasarnya kesempatan akses pendidikan yang adil merupakan
hal yang penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan
berkelanjutan (Snilstveit et al., 2016). Swedia, Denmark, dan Finlandia merupakan negara
dengan kualitas dan tingkat kesetaraan pendidikan yang tinggi. Sedangkan Jerman, Belgia,
Swiss, dan Norwegia memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, namun tingkat kesetaraan
akses pendidikan masih rendah (Pfeffer, 2014). Oleh sebab itu, gagasan mengenai prinsip
kebijakan pendidikan yang setara dan inklusif telah mendapatkan perhatian global sejak
adanya Salamanca Statement (1994) di Salamanca, Spanyol yang diikuti oleh 92 negara
dan 25 organisasi internasional, termasuk Indonesia (UNESCO, 1994; UNESCO, 2009).
Deklarasi kedua pada statement tersebut menekankan tentang pentingnya seorang individu
untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dan memadai (Soeharto et al., 2024). Di
sisi lain, kesetaraan dalam akses pendidikan dapat dimaknai melalui dua hal, yaitu ketika
semua orang memperoleh outcome yang sama atau kesempatan yang sama dalam
mengakses fasilitas pendidikan yang ada (Põder et al., 2017). Hingga saat ini, kebijakan
untuk mencapai kesetaraan akses pendidikan menjadi prioritas utama pada berbagai
negara di belahan dunia (Kawuryan et al., 2021).

Pada dasarnya, pendidikan merupakan investasi bagi individu yang didesain untuk
mencapai imbal balik moneter. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan didesain untuk
mendorong dan meningkatkan akses pendidikan agar di masa yang akan datang individu
memperoleh manfaat atau timbal balik ekonomi (Ladd et al., 2008). Kebijakan pendidikan
yang baik di suatu negara berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan,
penurunan tingkat kematian ibu dan anak, pertumbuhan penduduk, serta penurunan tingkat
kejahatan (Snilstveit et al., 2016). Selain itu, kebijakan pendidikan di suatu negara memiliki
korelasi dengan capaian kesetaraan akses pendidikan (Schütz et al., 2005). Seperti kasus di
Amerika Serikat, kebijakan “No Child Left Behind” dapat menciptakan kesetaraan akses
pendidikan publik (Fusarelli, 2004). Serta kebijakan penghapusan biaya sekolah dasar di
Afrika bertujuan agar anak-anak dapat mengakses pendidikan dasar yang gratis dan
berkualitas. Hal tersebut dikarenakan biaya sekolah menjadi salah satu faktor penyebab
putus sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghapusan biaya sekolah dasar
dapat meningkatkan angka pendaftaran sekolah (Al-Samarrai & Zaman., 2007). 

Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Akses dan Kualitas Pendidikan
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Sementara itu, terdapat korelasi yang kuat antara lokasi sekolah dan keuntungan atau
kerugian relatif dari lokasi sekolah tersebut sehingga menyebabkan adanya kesenjangan
kualitas pendidikan antar lokasi. Sebagian besar sekolah yang memiliki kualitas baik atau
yang disebut dengan sekolah unggulan terletak di lingkungan perkotaan dengan kondisi
sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Sedangkan sekolah dengan kualitas kurang
baik atau yang disebut dengan sekolah pinggiran biasanya terletak di lingkungan pinggir
perkotaan dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang kurang baik (Smith et al., 2018;
OECD, 2019). Perbedaan kualitas sekolah mendorong masyarakat wilayah pinggir
perkotaan untuk pindah rumah menuju wilayah perkotaan agar anak-anak mereka dapat
mengakses sekolah yang berkualitas baik (Smith et al., 2018). Hal tersebut dapat
meningkatkan segregasi dan berdampak buruk terhadap pemerataan akses pendidikan
(OECD, 2019). 

Di sisi lain, kebijakan sekolah berbasis jarak rumah atau zonasi didesain sebagai investasi
sosial yang bertujuan untuk meningkatkan angka pendaftaran sekolah, meningkatkan
kesetaraan akses pendidikan publik (Ladd et al., 2008), meningkatkan inklusi sosial, serta
mengurangi kemiskinan antar generasi (Põder et al., 2017). Sementara itu, kebijakan zonasi
dapat dilihat sebagai kebijakan yang memengaruhi sisi supply dan demand pendidikan. Dari
sisi demand, zonasi dapat mengurangi biaya pendidikan melalui penurunan biaya untuk
transportasi. Dalam hal ini, siswa diharuskan bersekolah dengan jarak terdekat dengan
rumahnya daripada di tempat lain karena alasan tertentu. Dengan jarak yang lebih dekat,
siswa dapat melakukan perjalanan ke sekolah mereka dengan berjalan kaki daripada
dengan kendaraan bermotor (Muhaimin et al., 2022). Oleh karena itu, pengeluaran untuk
bensin ataupun kendaraan umum dapat berkurang. Berkurangnya biaya ini dapat
meringankan budget constraint dari rumah tangga sehingga memberikan insentif bagi
mereka untuk berinvestasi bagi pendidikan anaknya (Glewwe et al., 2020). Di beberapa
negara telah menerapkan kebijakan zonasi, seperti Eropa, Swedia, dan Los Angeles (Põder
et al., 2017). Temuan penelitian di Los Angeles menunjukkan bahwa kebijakan zonasi
berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi (Christopher & Caitlin, 2023).
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Capaian hasil belajar siswa merupakan salah satu target atau tujuan dari pendidikan yang
dapat diukur dengan tes terstandarisasi (standardised test). Kaitan antara pencapaian siswa
dengan sistem zonasi dapat dilihat dengan Education Production Function (Põder et al.,
2017; Glewwe et al., 2020) sebagai berikut:

Kebijakan Zonasi Sekolah, Output Pendidikan, dan Tantangan yang

Muncul
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= output pendidikan berupa hasil belajar siswa

= faktor kualitas yang memengaruhi pembelajaran berupa himpunan semua
karakteristik sekolah dan guru
= semua karakteristik siswa termasuk ability

= semua karakteristik rumah tangga yang memengaruhi pembelajaran

= years of schooling dari siswa 

= fungsi yang menghubungkan antara input dan output pendidikan

Dengan adanya kebijakan zonasi, pemerintah berusaha melakukan intervensi melalui input
Qi. Upaya tersebut didasari oleh misi ke-2 Kemendikbudristek, yaitu mewujudkan akses
yang luas, merata, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan sistem pendidikan berupa
inclusion education. Kebijakan tersebut berupaya untuk memastikan setiap siswa menerima
kesempatan dan bantuan yang adil terlepas dari kemampuan (Florian, 2014), latar
belakang, potensi, motivasi, atau atribut lainnya (Starko, 2021; Ghanizadeh, 2017).
Tujuannya supaya kualitas guru dan sekolah tidak hanya dirasakan oleh golongan tertentu
saja. Selain itu, siswa dengan faktor  yang unggul tidak tersentralisasi di sekolah tertentu.
Oleh sebab itu, kesetaraan dan akses terhadap pendidikan memiliki urgensi yang besar
karena sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional
(Kawuryan et al., 2021). 



Namun demikian, kebijakan zonasi tidak secara langsung dapat meratakan input
pendidikan di setiap sekolah atau wilayah. Artinya, masih terjadi ketidaksetaraan yang luas
sehingga zonasi bukan menjadi solusi yang tepat untuk pemerataan. Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan menyebutkan terdapat 9 (sembilan) masalah
utama dalam penerapan kebijakan zonasi, antara lain distribusi sekolah tidak merata, siswa
yang tidak tertampung karena domisili yang jauh dari sekolah terdekat, dan kuota sekolah
saat transisi (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2019). 

Selain itu, disparitas sekolah dapat juga dilihat dari aksesibilitas spasial. Aksesibilitas spasial
merupakan salah satu faktor penting karena menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu
fasilitas. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah alokasi waktu untuk mencapai sekolah. Semakin
jauh sebuah fasilitas dari populasi sasaran, maka semakin tidak efektif dan efisien fasilitas
tersebut (Lineberry dan Welch, 1974; Savas, 1978). Salah satu indikator yang digunakan
adalah coverage ratio, yaitu rasio yang dihitung dengan jumlah wilayah yang ter-cover oleh
layanan sekolah dibagi dengan jumlah wilayah keseluruhan. Rasio ini dapat digunakan
untuk membandingkan coverage sekolah antar wilayah. Pada kasus di Provinsi Jakarta,
terdapat perbedaan coverage ratio hingga 30% antara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara
(Muhaimin et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah yang berpotensi tidak
tercakup dalam sistem zonasi.

Komponen kedua dari  yang perlu diperhatikan dalam kebijakan zonasi adalah guru
sebagai tenaga pengajar di sekolah. Indonesia menghadapi permasalahan dalam hal
jumlah, biaya, kualitas dan distribusi guru (Rosser et al., 2018). Misalnya di Jakarta,
beberapa daerah mengalami kekurangan guru sebesar 66%, sedangkan di daerah pusat
kota pasokan guru sebesar 68% (World Bank, 2008). Secara umum, sekolah di daerah
perkotaan memiliki guru lebih banyak daripada standar nasional, sedangkan sekolah di
daerah perdesaan justru terjadi kekurangan guru. Selain itu, akses terhadap guru berkualitas
berbeda antar wilayah. Lebih dari separuh jumlah guru SD dan SMP di daerah perkotaan
memiliki gelar sarjana, sedangkan hanya 20% guru di daerah perdesaan terpencil yang
memiliki gelar sarjana (Worldbank, 2013). Padahal, perbedaan akses kepada guru yang
berkualitas cenderung memainkan peran penting dalam kesenjangan prestasi jangka
panjang (Darling-Hammond, 2008). Disparitas ini juga terlihat dari student-teacher ratios
yang berbeda antar wilayah khususnya antara rural dan urban, dimana daerah rural
kesulitan untuk mengikuti aturan rasio sebesar 1:10 (Kawuryan et al., 2021). Hal tersebut
menunjukkan bahwa penempatan guru di Indonesia masih belum efektif.
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Zonasi menjadi salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk memberikan akses pendidikan
yang lebih baik dan merata kepada masyarakat yang termuat dalam Permendikbud No.
1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. PPDB jalur zonasi
ditujukan untuk calon peserta didik baru dengan alamat domisili sesuai KK serta wilayah
zonasi telah ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan sebaran sekolah, data
sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Akan tetapi,
kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat terkesan belum siap dan masih
menimbulkan berbagai permasalahan. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya perubahan
regulasi zonasi yang hampir terjadi setiap tahun. Ketidaksiapan zonasi juga ditunjukkan
oleh distribusi sekolah dan guru yang tidak merata baik secara kuantitas maupun
kualitas. Hal ini terjadi antar sekolah di dalam dan antar wilayah. Penempatan guru dan
sekolah juga tidak efektif dan efisien; hal ini terlihat dari coverage ratio dan student-
teacher ratio. Disparitas yang dihasilkan oleh distribusi dan penempatan yang tidak
tepat akan memengaruhi perbedaan input untuk education production function. Oleh
karena itu, zonasi belum dapat menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan yang
lebih adil. Dengan demikian, diperlukan perbaikan komprehensif dari pemerintah untuk
menghasilkan output kebijakan yang lebih optimal dan mencapai tujuan yang
ditetapkan. 

Penutup
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